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PUTUSAN
Nomor 455/Pdt.G/2021/PA Bb
O :
s S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara
gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Mawasangka, tanggal 10 Oktober 1989, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Makassar, tanggal 27 September 1982, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan suratnya
tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Baubau dengan register Nomor 455/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 1 November
2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, dahulu Kabupaten

Buton dan sekarang menjadi Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi
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Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

XXX, tertanggal 15 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri dengn bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat yang berlamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal
bersama selama kurang lebih 15 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing
bernama:

a. ANAK KE-1, umur 14 tahun;

b. ANAK KE-2, umur 12 tahun;

c. ANAK KE-3, umur 3 tahun;

d. ANAK KE-4, umur 1 tahun;

Anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan

anak kedua dan keempat berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2007, saat lahir anak pertama
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis, kerana adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering ke Kafe dan menjalin hubungan asmara dengan
wanita yang bernama X;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang
dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat, sehingga
Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2021, dimana pada saat itu
Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena, Tergugat
mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat
menolak dengan alasan badan Tergugat penuh dengan bekas ciuman dari

wanita lain;
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6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi
Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita
lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian
adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah,mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sidang sebagai wakil/lkuasa hukumnya yang sah dan ketidak
hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi
tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
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I. Surat:

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2006, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka,
Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok
dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Mawasangka, tanggal 6 September 1992, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
karena saksi adalah keponakan Penggugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

— Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak
harmonis, dimana pada bulan Mei 2021 Penggugat pergi dari rumah
orang tua Tergugat meninggalkan Tergugat;

— Bahwa berdasarkan cerita ibu Tergugat kepada saksi, penyebab
ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat suka berselingkuh;

— Bahwa saksi juga pernah 1 kali melihat Tergugat sedang berjalan
dengan wanita lain;

— Bahwa berdasarkan cerita ibu Tergugat, ibu Tergugat sudah
seringkali menasihati Tergugat agar memperbaiki sifatnya, namun
Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat ibunya sendiri;

— Bahwa sejak kepergian Penggugat dan rumah orang tua Tergugat
tersebut, sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah kos yang
terletak di belakang rumah saksi bersama dengan anak ke-2 dan
terakhirnya;

— Bahwa dulu saksi juga pernah menjenguk Penggugat yang sedang

dirawat di Rumah Sakit karena dipukul oleh Tergugat;
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2. SAKSI 2, lahir di Kendari, tanggal 31 Juli 1974, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan
Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

— Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak
harmonis, dimana pada bulan Mei 2021 Penggugat pergi dari rumah
orang tua Tergugat meninggalkan Tergugat;

— Bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah adalah karena
kebiasaan Tergugat berselingkuh karena selama ini ketika ada
masalah, Penggugat selalu bercerita;

— Bahwa pada tahun 2016, saksi pernah berkunjung ke rumah orang
tua Tergugat, kemudian pada saat itu saksi melihat keluarga sedang
berkumpul dan orang tua Tergugat sedang menasihati Tergugat agar
tidak berselingkuh, namun saat itu Tergugat malah marah dan
memukul Penggugat, akhirnya Penggugat harus dibawa ke Rumah
Sakit dan dirawat di sana selama 2 minggu;

— Bahwa sejak kepergian Penggugat dan rumah orang tua Tergugat
tersebut, sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah kos yang
terletak di belakang rumah saksi bersama dengan anak ke-2 dan
terakhirnya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak
ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian
Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa
disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara
resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka
sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak
(Tergugat) tidak hadir (vide. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian,
Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara
sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Maijelis
Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah menikah pada tanggal 12 Mei 2006 yang telah dikaruniai 4 orang anak,
namun sejak tahun 2007 tepatnya setelah kelahiran anak pertama sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi ke Kafe dan menjalin hubungan asmara dengan wanita
bernama Lisna, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
yang dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat hingga Penggugat
pernah dirawat di Rumah Sakit, puncaknya pada bulan Mei 2021 Tergugat
mengajak Penggugat berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak
karena Penggugat melihat badan Tergugat penuh dengan bekas ciuman
wanita, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan sejak saat itu
Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;
Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan
ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar’i, Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa
kehadiran Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan
pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Madzhab Al-
Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan

Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:
AR SCRCIARH IR A s K3 155

Artinya: “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah
dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran
Tergugat”,

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al Anwar Juz
Il halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi

sebagai berikut:

-

Lle s ‘\fw\jdjpmzwju ““’h:jm)w\;.wo;

Artinya: “Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim
dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan

menjatuhkan putusannya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum
Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu
pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui
proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, telah
dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah
dan resmi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH
Perdata, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai
pasangan suami istri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah
oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan keponakan
dan adik ipar Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi
saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara
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perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai:

— Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri dan telah dikaruniai 4
orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi;

— Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi;

— Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat meninggalkan Tergugat
pada bulan Mei 2021 kemudian tinggal di rumah kos adalah fakta yang
dilihat sendiri;

— Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat tidak terima
dinasihati oleh orang tua Tergugat atas kebiasannya berselingkuh, hingga
Penggugat harus dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat di sana adalah fakta
yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi;

Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan
yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan
dengan bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang,
maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam
persidangan sebagai berikut:

— Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal
12 Mei 2006 dan telah dikaruniai 4 orang anak;

— Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dimana
Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan
Tergugat pada bulan Mei 2021;

— Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga Penggugat harus dirawat
di Rumah Sakit;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

— Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal
12 Mei 2006 dan telah dikaruniai 4 orang anak;

— Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dimana
keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat
mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun
lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang sifatnya secara terus menerus tersebut terlihat dari akibat perselisihan
dan pertengkaran itu sendiri yaitu keduanya telah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan, hal demikian merupakan suatu
yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam
antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat telah dipanggil untuk
menghadap ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak
pernah hadir menghadap ke persidangan, artinya Tergugat sudah tidak memiliki
itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dengan
demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan
suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum
Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil

sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:
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Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri
atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan
lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan
dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara
terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka
mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut,
menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal
28 Januari 1987 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan
atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (broken
marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah
pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38
K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “bahwa perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, bahwa ‘perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi
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dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga
Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat
dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat
menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun
Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang
memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena
mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya,

sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

CJ/K@&S\ s Je 2z Al 153

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan
kemashlahatan”,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar juz Il halaman 55 yang di
ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Bl SU e 3t ol g ol Spen 550 0B

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara
itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga
gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan sebagaimana
ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam
putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba’in
shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 16 November 2021
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami
Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan
Reshandi Ade Zein, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H. Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses © Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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